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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. SIMPULAN 

Memperoleh pendidikan pada dasarnya merupakan suatu hak bagi tiap 

individu. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang ditakdirkan untuk 

memperoleh pendidikan. Perolehan pendidikan bukanlah merupakan ikatan 

terhadap manusia itu sendiri, namun justru untuk pembebasan manusia dari 

hakikatnya sebagai makhluk yang bebas dan berakal budi. Sebagai makhluk 

alamiah yang dilahirkan di dalam lingkungan alamiahnya. Manusia diberikan 

kebebasan untuk menentukan sendiri posisinya di dalam lingkungan alamiahnya 

itu. Di sinilah terletak kebebasan dan keterikatan manusia di dalam proses 

pengembangan kemanusiaannya. Realisasi kemanusiaan manusia merupakan 

suatu proses pembebasan, dan inilah yang menjadi makna dasar dari pendidikan 

bagi manusia. 

Manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemanusiaaannya. 

Maka manusia juga berhak mengenyam pendidikan dengan memposisikan dirinya 

sebagai subjek yang berhak untuk menentukan apa saja pengetahuan yang ingin ia 

peroleh. Pendidikan adalah suatu sarana untuk mendewasakan manusia, maka 

sudah sepatutnya pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

individu untuk mengeksplor pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam proses 

pendidikan tanpa adanya proses intervensi dari pihak lain. 

Pendidikan pada hakikatnya tidak memiliki tujuan di dalam dirinya sendiri, 

juga tidak mempunyai tujuan yang ditentukan dari luar. Sebagai makhluk yang 

bebas, tujuan pendidikan ditentukan dan dipilih oleh manusia yang bebas namun 

terikat pada ikatan-ikatan kehidupan yang dipilihnya sendiri dari kehidupan 

manusiawi. Apabila pendidikan mempunyai makna pembebasan manusia dan 

mengembangkan kemampuan untuk memilih dan berdiri sendiri dari manusia. 

Maka, pengetahuan memiliki nilai pembebasan dan bukan mengkungkung  

horizon penglihatan manusia. Oleh sebab itu, pengetahuan bukanlah suatu yang 

absolut tetapi merupakan pengertian-pengertian yang tertunda maknanya. 

Pengetahuan tidak akan terlepas dari struktur kekuasaan yang memiliki 
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pengetahuan itu. Pengetahuan yang dimiliki dalam perkembangan manusia 

merupakan suatu kebenaran yang terus menerus disempurnakan atau suatu 

kebenaran yang tertunda 

Jika pendidikan telah masuk pada ranah institusi negara, maka tujuan 

pendidikan yang ditentukan oleh negara merupakan kesepakatan bersama yang 

patut harus dihormati. Karena, sebagai suatu kesepakatan, tujuan pendidikan 

bukanlah merupakan suatu dogma yang tidak berubah bahkan merupakan patokan 

yang terus bergerak ke depan untuk lebih menyempurnakan upaya untuk 

memerdekakan warganya. Berbagai Undang-Undang peraturan yang mengatur 

tentang pendidikan, tidak seharusnya diartikan sebagai pembatasan kebebasan 

manusia. Justru untuk memperkuat pembebasan manusia dari berbagai ikatan. 

Berbagai bentuk peraturan pendidikan tersebut merupakan tuntutan untuk 

mewujudkan kesepakatan bersama di dalam lingkungan publik namun 

membebaskan anggotanya di dalam perwujudan kemerdekaan pribadinya di 

dalam ruang lingkup kehidupan personal. Ruang-ruang publik akan berakhir  

ketika ruang lingkup personal memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk 

mewujudkan kebebasan itu. Selanjutnya, kebebasan personal yang akan 

merugikan kebebasan sesamanya akan berakhir jika anggotanya telah sepakat 

mewujudkan kesepakatan bersama di dalam ruang lingkup publik. Inilah ciri dari 

negara demokrasi yang berwajah kemanusiaan. 

Hakikat pendidikan adalah proses memanusiakan anak manusia, yaitu 

menyadari akan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia 

yang kreatif yang terwujud di dalam budayanya. Manusia dibesarkan di dalam 

habitusnya yang membudaya, dia hidup di dalam budayanya dan dia menciptakan 

atau merekonstruksikan budayanya itu sendiri. Karena manusia dilahirbesarkan 

dalam suatu habitus kebudayaan dalam masyarakat sosial. Maka masyarakat 

sosial berdasarkan tradisi memiliki mekanisme di dalam mendidik calon 

anggotanya. Sebagai calon anggota dari masyarakat sosial, masyarakat 

berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada individu. 

Namun, individu juga memiliki hak untuk menafsirkan atau memanfaatkan tradisi 

yang telah turun temurun. Individu tetap memiliki kebebasan dan kemerdekaan 
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dan daya kreatif untuk mengembangkan budayanya sendiri, oleh sebab itu 

pendidikan memberikan tempat kepada kreativitas individu. 

Ketika Freire memfungsikan pendidikan sebagai alat perjuangan politik 

dengan tujuan agar individu memiliki hak dan tindakan politik. Maka pendidikan 

di arahkan pada suatu aksi kultural untuk dapat memecahkan berbagai macam 

problem sosial dalam masyarakat. Sedang, dalam Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan hanya terpaku pada ranah pendidikan formal (sekolah) di mana 

pendidikan difungsikan sebagai sarana pencerdasan dan pematangan individu 

dalam segi intelektual, tanpa adanya suatu proses pendewasaan diri dan 

pematangan individu secara sosial. Baru setelah penetapan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) di tahun 2006 arah pendidikan nasional lebih 

menekankan pada upaya pengintegrasian intelektual dan sosial kemasyarakatan 

dengan pendekatan pendidikan yang memperhatikan lokalitas. 

Guru sebagai tenaga pendidik tidak sepatutnya merampas kemerdekaan 

anak didiknya. Ia harus membuka ruang-ruang terbuka untuk berkembangnya 

kemerdekaan peserta didik. Seorang guru harus bersikap objektif dalam 

membantu memerdekakan peserta didiknya. Seorang tenaga pendidik bukanlah 

satu-satunya nara sumber dalam perolehan informasi. Proses pendidikan 

seharusnya berlangsung dua arah dengan sama-sama menempatkan siswa dan 

guru dalam posisi yang sama yaitu sebagai subjek. Guru dituntut untuk mampu 

bersikap dialogis terhadap murid agar dalam proses pendidikan tidak boleh ada 

dominasi antara guru dan murid. 

Proses belajar mengajarpun bukanlah suatu ajang mengkungkung 

kemerdekaan siswa tetapi sebaliknya memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya bagi kreativitas serta menemukan sendiri berdasarkan kemampuan 

memilih dari peserta didik. Proses belajar mengajar berupa indoktrinasi, 

menghapal dari buku, yang menekankan pada mengikuti sistem gaya bank sangat 

bertentangan dengan kemerdekaan berpikir peserta didik. Oleh sebab itu, dalam 

Sistem Pendidikan Nasional diharapkan mampu mengadaptasi konsep pendidikan 

kesadaran kritis Freire, agar siswa mampu berpikir kritis dan tidak mudah 

menerima informasi begitu saja yang ia dapatkan dari guru. Dengan sikap yang 

kritis maka diharapkan akan muncul kreatifitas-kreatifitas siswa dalam 
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pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga, kelak ilmu pengetahuan tidak hanya 

jalan di tempat, namun juga dapat berkembang seiring perkembangan zaman. 

Berbicara mengenai pendidikan formal, maka tidak akan terlepas dari 

pembuatan dan pelaksanaan kurikulum sebagai acuan dalam penyelenggaraan 

proses belajar-mengajar. Kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman yang 

akan dihayati oleh peserta didik di dalam lingkungan pendidikan. Di dalam 

pendidikan formal kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman, ilmu 

pengetahuan yang akan dihayati oleh peserta didik. Namun bukan berarti seluruh 

pengalaman manusia ditumpahkan di dalam kurikulum sekolah. Sekolah bukanlah 

replika dari kehidupan nyata, namun merupakan abstraksi dari perjalanan 

kehidupan manusia. Adalah tidak mungkin merumuskan semua pengalaman 

manusia baik yang telah lalu maupun yang akan datang di dalam kurikulum 

pendidikan formal. Karena itu dalam pendidikan formal (sekolah) tidak mungkin 

diajarkan berbagai kompetensi yang akan digunakan oleh peserta didik di dalam 

menghadapi kehidupan. Kehidupan itu sendiri adalah kehidupan yang terbuka, 

oleh sebab itu kompetensi hari ini mungkin usang untuk hari esok. Yang 

seharusnya diajarkan adalah pengenalan dan penguasaan terhadap berbagai dasar 

keterampilan hidup yang telah terakumulasi di dalam kebudayaan manusia dan 

yang diperkirakan akan bermafaat untuk masa depan yang belum tentu. 

Sistem pendidikan nasional yang telah berlangsung semenjak pasca 

kemerdekaan telah banyak merubah sub sistem pendidikan nasional (kurikulum) 

ke arah yang jauh lebih baik. Ketika dahulu kurikulum lebih menekankan pada 

pengembangan aspek intelektual, kini kurikulum nasional mencoba untuk 

mengintegrasikan muatan-muatan lokal sebagai bahan kajiannya. Hal ini tentunya 

dilakukan karena lingkungan sosial merupakan lingkungan awal pembentuk jati 

diri individu. Sehingga, diharapkan sekolah (pendidikan formal) mampu 

memberikan solusi terhadap berbagai macam problematika-problematika sosial. 

Jika hal ini terus dikembangkan maka siswa akan menjadi subjek penting dalam 

proses pendidikan dan pendewasaan lingkungan sosial. 

Dan terakhir, dari serangkaian pemaparan tentang posisi siswa sebagai 

subjek di atas. Maka, model pendidikan yang terbaik diterapkan dalam sistem 

pendidikan nasional adalah model pendidikan yang desentralistik dan 
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memperhatikan lokalitas, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

terdiri dari berbagai suku dan etnik. Karena keberagaman inilah, maka tidak 

diperlukan suatu standar dalam pencapaian hasil pendidikan, mengingat sarana 

dan prasarana penunjang di masing-masing daerah tidaklah sama, begitu juga 

dengan tenaga pendidik yang tidak sama kualitasnya antara satu daerah dengan 

daerah lain. Undang-undang tentang pendidikanpun sudah seharusnya direvisi 

agar secara tegas dan tertulis menempatkan siswa sebagai subjek dalam proses 

pendidikan yang memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri.  

 

 

B. Relevansi 

Pengangkatan problem posisi siswa dalam pendidikan sebagai tema dalam 

skripsi ini dirasa masih sangat relevan dengan  kehidupan praktis. Pendidikan 

merupakan bentuk kegiatan yang akan selalu berlangsung seumur hidup manusia. 

Manusia akan selalu belajar dan menggali potensi diri lewat pendidikan, karena 

pendidikan merupakan proses kegiatan sepanjang hayat dan melibatkan manusia 

sebagai subjek di dalamnya, maka masih sangat dimungkinkan pengkajian secara 

filosofis dalam pendidikan. Kajian secara filosofis sangat dimungkinkan 

mengingat manusia sebagai subjek dalam pendidikan merupakan makhluk 

filosofis yang akan selalu mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Begitu 

pula dalam hal perolehan pengetahuan lewat pendidikan, manusia akan terus 

menerus mencari hakikat dari pengetahuan yang ingin digelutinya dengan 

berupaya terlibat langsung, dan mengkritisi jalannya proses pendidikan tersebut. 

Pengangkatan tema mengenai posisi siswa sebagai subjek dirasa penting 

karena dalam Sistem Pendidikan di Indonesia posisi siswa belum benar-benar 

ditempatkan sebagai subjek dalam pendidikan. Siswa masih diposisikan sebagai 

objek yang hanya begitu saja menerima pelajaran yang disampaikan oleh tenaga 

pendidik, tanpa memiliki hak apa-apa untuk memilih, menentukan, dan 

memutuskan apa yang terbaik dan tidak baik bagi dirinya. Berbagai macam 

peraturan tentang pendidikan yang dilancarkan oleh pemerintah belum secara 

jelas, tegas, dan tepat dalam menempatkan siswa sebagai subjek pendidikan. 

Pemerintah lebih cenderung membuat peraturan yang berisi bagaimana 
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menciptakan suatu sistem pendidikan yang mampu mencerdaskan siswanya secara 

intelektual, tanpa memperhatikan aspek psikologis dan afektif siswa. Peraturan 

yang berlaku sekarang lebih banyak menekankan pada muatan-muatan apa saja 

yang sekiranya harus ada dalam mata pelajaran, mata pelajaran apa saja yang 

harus diberikan, serta target-target ketuntasan belajar siswa. Dengan adanya 

peraturan seperti ini, maka terlihat bahwa pemerintah ingin mengatur dan 

menentukan apa yang terbaik bagi siswa, tanpa memperhatikan keinginan siswa 

itu sendiri untuk mendapatkan pengetahauan apa saja yang sebenarnya ingin 

mereka dapatkan. 

Oleh karena itu, pembahasan posisi siswa sebagai subjek dalam skripsi ini 

masih sangat relevan dan diharapkan dapat membantu dalam memperbaiki 

pendidikan Indonesia. Pemilihan filsafat pendidikan Paulo Freire sebagai 

kerangka analisis lebih dikarenakan karena pemikiran-pemikiran Freire masih 

sangat kental terhadap upaya pembebasan opresi yang dialami siswa, dan yang 

jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana seharusnya pendidikan mampu 

menempatkan manusia sebagai manusia. Pendidikan Indonesia diharapkan 

mampu untuk memberikan ruang kebebasan kepada peserta didik untuk 

menentukan sendiri apa yang terbaik dan ingin dipilih oleh siswa sendiri. Tidak 

hanya itu, pendidikan Indonesia diharapkan mampu membebaskan dominasi 

dalam proses pendidikan, sehingga tidak akan ada pihak yang teropresi dalam 

pelaksanaan proses pendidikan.   

 

  

C. Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang ingin 

diajukan adalah penataan ulang konsep pendidikan nasional yang berorientasi 

pada kepentingan siswa sebagai subjek dalam pendidikan. Penataan ulang konsep 

pendidikan akan bersinggungan erat dengan penegakan peraturan legal dalam 

bidang pendidikan. Perjalanan kebijakan pendidikan di Indonesia mulai dari awal 

masa kemerdekaan hingga sekarang cenderung belum menempatkan siswa 

sebagai subjek dan memberikan hak seutuhnya kepada siswa untuk menentukan 

apa yang terbaik bagi dirinya dalam perolehan pengetahuan. Belum ada peraturan 
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yang secara eksplisit mengatur peran dan fungsi siswa sebagai subjek dan 

sekaligus pihak yang berhak ambil bagian dalam menentukan kebijakan 

pendidikan. Oleh karena itu, sangat disarankan kepada pemerintah sebagai 

pemangku kebijakan untuk dapat meninjau ulang berbagai peraturan pemerintah 

tentang pendidikan agar lebih memihak kepada siswa. 

Tidak hanya faktor belum maksimalnya penetapan konsep pendidikan yang 

memihak kepada siswa secara eksplisit. Beberapa peraturan tentang pendidikan 

memang secara implisit menyebutkan posisi siswa sebagai subjek dan memiliki 

hak pula dalam perolehan informasi antara murid yang satu dengan yang lain. 

Namun, karena tidak gamblangnya peraturan ini berdampak pada belum 

maksimalnya pelaksaanaan peraturan tersebut. Dalam berbagai contoh masih 

banyak tenaga pendidik yang menganggap dirinya sebagai sosok sentral dalam 

proses pendidikan. Padahal, seharusnya guru sebagai tenaga pendidik berperan 

sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam perolehan pengetahuan, 

dan tidak boleh mendominasi jalannya proses pendidikan. Siswa seharusnya juga 

diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri untuk mencari tahu sendiri 

pengetahuan yang ingin mereka peroleh. Guru tidak seharusnya menjejalkan 

seluruh pengetauan kepada muridnya, dan membiarkan murid pasif dengan hanya 

menerima begitu saja pengetahuan yang diberikan kepada gurunya. 

Oleh karena itu, perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang 

hubungan dan posisi antara guru dan murid. Sehingga, kelak tidak aka nada lagi 

dominasi dalam proses pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik seharusnya 

sadar bahwa dalam proses perolehan pengetahuan, posisi di antara kedua belah 

pihak (guru-murid) harus setara agar kedua belah pihak dapat saling mengisi 

terhadap kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika hal tersebut dapat 

terpenuhi, maka impilaksinya adalah transfer pengetahuan yang terbuka dua arah 

dan saling melengkapi. Proses pendidikan seperti inilah yang diharapkan oleh 

Freire dengan pendidikan dialogisnya dan juga diharapkan mampu diterapkan 

dalam system pendidikan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka 

diperlukan pelatihan serta training-treaining pada tenaga pendidik, agar bisa 

berperan sebagai fasilitator yang dialogis yang dapat menciptakan model-model 

pembelajaran yang dialogis dan berjalan dua arah. 
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Belajar dari Freire bahwa pendidikan seharusnya mampu menjadi dasar 

dalam kehidupan sosial dan politik. Maka sangat disarankan kepada pemerintah 

dan satuan terkecil pendidikan (sekolah) untuk mampu mengintegrasikan nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Hal 

ini bertujuan agar sekolah tidak hanya menjadi tempat pengembangan intelektual, 

namun juga sebagai tempat yang mampu menjaga nilai-nilai sosial yang telah 

lama terbentuk dalam masyarakat agar kelak siswa juga mampu berkontribusi 

aktif dalam memecahkan berbagai problematika yang ada di lingkungan 

sosialnya.  

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang ditetapkan semenjak 

tahun 2006 dirasa membawa angin segar dalam perbaikan pendidikan Indonesia 

yang lebih memperhatikan siswa sebagai subjek dalam pendidikan yang juga 

memiliki hak dalam menentukan kurikulum yang akan diberikan. Selain itu, 

pemberlakukan kurikulum ini juga memberikan ruang yang luas bagi 

pemberdayaan lokalitas di lingkungan sekitar sekolah tersebut berada. Sehingga, 

secara langsung siswa sebagai personal di dalam masyarakat sosial dapat langsung 

berpartisipasi dalam pengembangan lokalitas setempat. Pemberlakukan kurikulum 

ini dirasa merupakan langkah awal perbaikan pendidikan di Indonesia. Oleh 

karena itu, diharapkan ke depannya pemerintah dapat terus mengkaji dan merevisi 

kurikulum ini menjadi lebih baik agar tetap memfokuskan target pada 

pengembalian hak siswa dalam pendidikan, dan upaya kontribusi pendidikan pada 

ranah sosial. 
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